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5.	 Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi 
dengan panjang 150 s.d. 250 kata.

6.	 Panjang naskah termasuk footnote/bodynote sekitar 6.000 – 10.000 kata

7.	 Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, 
bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman 
naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.

8.	 Sistematika penulisan naskah sebagai berikut: 

a.	 Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 
8-15 kata) dan anak judul.

b.	 Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, 
Akun e-mail penulis

c.	 Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi 
abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak 
menyebut nama aturan.

d.	 Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi 
atau tempat.



e.	 Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap 
menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam 
tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum 
yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang 
; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.

f.	 Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan 
penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, 
harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur 
pengumpulan data, dan metode analisis data.

g.	 Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil 
diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim 
di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan 
masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam 
analisis.

h.	 Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup 
temuan penelitian. 

i.	 Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.

j.	 Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan 
dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% 
buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9.	 Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

	 Contoh:

	 Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “..........”

	 Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52). 

	 Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

	 Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

	 Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10.	 Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (American Psycological Association) 
style.

	 Contoh:

a.	 Buku
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document (.doc) diunggah melalui jurnal.komisiyudisial.go.id dan dikirim tembusan ke 
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